PUTUSAN
Nomor 0385/Pdt. G/201 6/PA.Bm
o) e I :
P P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
L]

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara

terfenty

pada fingkat pertama teiah menjatuhkan Putusan sebagaimana

tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antars -

Hidayat bin Mustafa, Umuyr 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA

Pekerjaan Bertanj, tempat kediaman di Dusun Tanjung

RT.003 RW. 002 Dess Boro Kecamatan Sanggar

Kabupaten Bima, sebagai "Pemohon™
' melawan

o 5 f gl
lis Karlina binti Jainudin, Umur 24 tahun, Agama lslam, Pendidikan SLTA

Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di

RT.002 RW. 001 Desa Piong  Kecamatan Sanggar

Kabupaten Bima, sebagai "Termohen™

Fengadilan Agama tersebut :

T=lah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara inj -

T=lzh mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan :
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal
_E 3 3
Maret 2016 vyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima
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dengan Register Nomor 0385/Pdt.G/2016/FA.Bm tanggal 18 Maret 2016

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
DALAM POSITA:

L]

. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Mikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima {Kutipan Akta
Nikah Nomor : 63 / 13/ VIl / 2011 tanggal 27 Juli 2011:

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bore Kecamatan Sanggar
Kabupaten Bima selama 4 tahun :. Selama permikahan tersebut Pemohon
dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri

dan dan dikaruniai 1 orang anak bermmama : Nursalsabila (F) umur 4 tahun ;

(]

Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2014 antara Pemohon dengan
Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan fidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara
lain ;

a. Termohon tidak menghargai kedua orang tua Pemohon karena suka
menjelek-jelekan kedua orang tua Pemohon :

b. Termohaon tidak bisa akrab dengan kedua orang tua Pemohon dan
mengatakan selama tinggal bersama dengan kedua arang tua Pemohon

tidak pernah di jamin nafkah lahir Termohon ¢
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B
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Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2,014 yang
akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal
dirurriah orang tua Termohon di Desa Piong Kecamatan Sanggar
Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemchon dan Termchaon sudah
pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak
memperdulikan Pemochon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
sampai sekarang;

Bahwa Pemohon dengan Temohon sudah pemah diupaya damaikan oleh
keluarga dan tokaoh masyarakat namun tidak berhasil :

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan
Termehon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumakh tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar nomma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk meanyelesaikan
permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

=asarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

™2 Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

<SR=E52n yang amamya berbunyi -

—2LAM PETITUM :

=rimer

Mengabulkan permohonan Pemohon:
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- Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Hidayat bin Mustafa) untuk
menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohaon {Lilis Karlina binti
Jainudin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;

3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku :

2. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan

pertimbangan Majelis Hakim,

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohan telah
datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon fidak datang
meskipun menurut Berita Acara pemanggilan Nomar 0385/Pdt.G/2016/FA.Bm
tanggal 24 Maret 2016 dan tanggal 07 April 20168 telah dipanggil secara
patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang
syah menurut Hukum:

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati
Pemohon agar dapat hidup rukun dan damai dengan Termohon, namun tidak
berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di
persidangan:

Bahwa, selanjutnya di bacakan permohonan Pemohon iinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan sedikitpun;

Bahwa, terhadap permaohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan

=waban karena tidak hadir dipersidangan

Bahwa, untuk meneguhkan  dalil-daiil permohonannya, Pemohon

==ngajukan bukti Surat berupa :

2 Alat bukti tertulis
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Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/74/2016 tanggal 08 Maret 2018
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boro Kecamatan sanggar Kabupaten
Bima, kemudian diberi tanda P.1;
2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/13/0/11/2011 tanggal 27 Juli 2011
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar
Kabupetan Bima dan telah dibubuhi metari Rp 6.000 setelah diperiksa dan
/ dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
b. Saksi-saksi
Saksi Ke 1. An lfadin bin Hasan, umur 19 tahun, Agama lslam, pekerjaan
Petani, bertempat finggal RL03/02 Desa Boro  Kecamatan Sanggar
Kabupaten Bima dibawah sumpahnya menerangkan:
1. Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah
SEpUpU saya;
2. Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami
istri sah ;
. Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 {satu)
orang anak ;
= Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemahon dengan Termohon
sudah tidak harmonis lagi karena Termohon yang meninggalkan kediaman
cersama dan tidak bisa akur dengan orang tua Pemaohon:
Szhwa Pemohon dengan Termohon lelah pisah tempat tinggal + 1 {satu)
=nun dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama tanpa nafkah

=it lahir batin:
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6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati cleh saksi

dan keluarga, namun tidak berhasil :

Daksi Ke 2 : lwan Setiawan bin A, Rahman, umur 21 tahun, Agama |slam,
pekerjaap Petani, bertempat tinggal di Rt. 03 Rw.01 Desa Boro Kecamatan
Sanggar Kabupaten Bima di atas sumpah memberikan keterangan sebagai

berikut:

1. Bahwa saksi kenal Pemchon dengan Termohon karena Pemohon

adalah kakak sepupu saya ;

Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami
Istri yang menikah secara sah

Bahwa saksi tahu Pemohan dengan Termohon telah dikaruniai 1 {safu)
orang anak;

Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon datam
rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Termahon yang tidak
bisa akur orang tua Pemohon:

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal + 1
(satu) tahun dan Termahon yang meninggalkan kediaman bersama
tanpa nafkah lahir lahir batin:

Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemochen telah di nasehati oleh
saksi dan keluarga, namun tidak berhasil :

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan akhirmya Pemohon menyatakan

=i2p dengan dalil-dalil dalam permohonannya dan sudah  tidak mengajukan

2uxli lagi serta mehon putusan;

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal

yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan diatas;

' Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohan
ielah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Termohon walaupun
t=iah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan,
maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Termohon tidak hadir
Jicersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati

emohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun

Sczx berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak

=)

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan didukung
=0 buxti P.1 seria keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus
“myztakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga Negara yang tercatat secara
“=mmistrasi sebagai penduduk yang berdomisililbertempat tinggal di wilayah
—=eum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa
Sowczng perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Mamor

="un 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini

===« kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud

A F i 4 oa e = Fd ol T e m —— —
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cleh Pasal 04 Ayat {1) dan Pasal 48 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomer 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomar 50 Tahun

2008;

L]

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohan yang
telah dibuktikan dengan bukti surat P.2 dan keterangan  saksi-saksi
dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termahon
adalah pasangan suami istii sah yang telah menikah menurut ketentuan
Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang
2imaksud oleh Pasal 2 Undang-undang MNomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat {1)

Kompilasi Hukum Isfam :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi
cerselisihan dan periengkaran disebabkan Termohon yang tidak menghargai
==2ng tua Pemohon karena suka menjelek jelekkan kedua arang tua Pemohan,
T=mohon tidak bisa akrab dengan kedua orang tua Pemohon dan mengatakan
s==ma tinggal bersama dengan kedua orang tua Pemochon tidak permnah di
=min nafkah lahir oleh Pemohon dan puncaknya bulan September 2014
Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan antara Pemohon dan
“=ohon  telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula
=20 didamaikan oleh keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat namun tidak

=====i, sehingga Pemochon merasa menderita lahir batin dan merasa pula

=="w= rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Menimbang, bahwa atas surat pemohonan Pemohon  tersebut

Termohon tidak memberikan lawaban karena tidak perah hadir di persidangan:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permchonannya tersebut
F’emnhn:u telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah
sumpahnya telah memberikan keterangan vang pada pokoknya menguatkan
alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan
mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan
saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian
para saksi tersebut baik secara formil maupln secara materl dapat diterima

dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka
tzlah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga

=ntara Pemohon dan Termohon adalah s2bagai berikut

1. Rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi karena
Termohon yang tidak bisa akur dengan orang tua Pemchon dan keluarga

FPemaohon dan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama:

N

Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempa tinggal + 1 {satu)
tahun dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama sampai

sekarang;

-. Bahwa Pemohon telah dinasehati aleh keluarga agar rukun kembali

gengan Termohon akan tetapi tidak berhasil:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut

==.g= bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Disclaimer

kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan

rahmah sebagaimana dikehendzki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh
Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan
rurmah tar:gga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi :
Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk
mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan
lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang
benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk
mencari siapa penyebab tenadinya perpisahan dalam rumah tangga kedua
oelah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun
*=duanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat
menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah

r2izk, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebatas pada
“utungan fisik dan materil akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin

=zu ikatan jwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbufhati sanubari

/1]

=2=2gai mana yang ditekankan oleh Allah SWT.QS Ar Rum Ayat 21: Artinya; *
Zan diantara tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-
== dan jenismu sendir, supaya kamu cenderung dan merasa tentram
"=m=canya dan dijadikan-Mya diantaramu rasa kasih sayang. Sesugguhnya
=== yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum bempikir
“=mzwinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk

TEwsckan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dan bahkan lebih

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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jauh lagi ALQuran menitik beratkan letaknya hubungan ikatan jiwa antara
suami istn harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apa hila ikatan
Iwa antara suami istri sudah sima atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya

perkawme‘:‘n tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi

Menimbang, bahwa ditinfau dari segi Penyelesaian masalah maka
perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan
Termohon untuk mengakhiri persoatan rumah tangganya, sebab jika rumah
fangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justry akan

menimbulkan dampak negatiffmudharat yang lebih besar:

Menimbang bahwa ditinjau dari seqj kemasalahatan maka perceraianpun
akan ih baik bagi ked il
an jaunh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-

*2lung dalam perkawinan/rumah tan gga yang sakit:

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat {2) Undang-undang Nomar 1 tahun
"274 menyebutkan bahwa ‘untuk melakukan perceraian harus ada cukup
==san bahwa antara suami istri ity tidak akan hidup rukun sebagai suami istri ©
= Pasal 18 huruf (f} Peraturan Pemerintah MNomor 9 tahun 1975 jo Pasal 118
=uruf (f ) Kompilasi Hukum Istarn yang juga menyebutkan bahwa " antara
===mi istn terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

.

=03n akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga™;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan
“===fzi@n, maka Majelis perly mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam

=== Al Bagarah ayat 227 berbun yi sebagai berikut:

P#&uaﬂlgﬂdﬂ! lae 5y
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Artinya: “Jika mereka (para suami) tefah berazam (berketetapan hati) untuk
Talak sesunggubnya Altlah Maha mendengar lagi Maha mengelahui™

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian
rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagian
yang akdn diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis
yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang
cukup adil untuk dijadikan falan keluar, dan semoga dengan perceraian ini,
Alizh  SWT. melimpahkan rahmat dan anugeran kepada Pemochon dan

Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130 ;

nas o 348 ) iy i

Artinya ©  jika keduanya barcers, niscaya Allah akan membenkan kecukupan
masing-masing darn Usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas
lalu duhubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara yang juga sebagaimana
dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon { Hidayat bin Mustafa) untuk
menjatubkan talak satu Raj'i terhadap Termohon { Lilis Karlina binti Jainuddin)
o depan Sidang Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan, setelah putusan ini
barkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimhanganrpertfmbangan tersebut
Z=tas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum
220 tidak melawan hak, maka Majeli= Hakim berpendapat bahwa permohonan
“=moheon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh

==zzal 149 Rbg ;
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Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor:

7 tahun 1889 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomeor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - undang
Momaor 5‘{] tahun 2008 maka diperintatikan kepada Penitera Pengadilan Agama
Bima untuk mengirimkan Salinan vang telah berkekuatan hukum vang tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah { PPN } Kantor Urusan Agama Kecamatan
yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai
Fencatat Nikah { PPN )Kantor Urusan Agama Keeamatan yang mewilayahi
tempat perkawinan Pemohen dan Termohon dilangsungkan guna untuk dicatat

dalam daftar yang telah disediakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-
undang Nomor: 7 tahun 1889 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2008 dan Undang-
undang Momor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk

membayar biaya perkara ini:

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

oerlaku dan hukum Islam yang  berkaitan dengan perkara ini
MENGADILI

Menyatakan Termohon yang tefah dipanggil dengan patut dan resmi di
persidangan, tidak hadir :

— Mengabulkan permchanan Pemohaon dengan verstek :
Menetapkan memberi izin kepada Pemohon indafat bin Mustafa) untuk

menjatuhkan talak satu Rafi terhadap Termohon (Lilis Karlina hinti
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Jainuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima, setelah putusan ini
berkekuatan Hukum yang tetap ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan
salinan penetapan Ikrar talak yang berkekuatan hukum yang tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar
Kabupaten Bima unluk dicacat dalam daftar yang disediakan untuk itu :

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sejumlah Rp. 1.191.000 - { satu juta seratus =embilan puluh satu
ribu  rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari ini Senin tanggal 08 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan
tanggal 01 Syakban 1437 Hijriah oleh kami Mulyadi, 5. Ag sebagai Ketua
Majelis, Drs. Rustam dan Drs. Agus Mubarok masing-masing sebagai Anggota
Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota
Majelis tersebut diatas dan dibanty oleh Dra. MNurhayati sebagai Panitera

d2ngan dihadin oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon

| Ketua Majelis

SETERALS

¢|k-11=-F,
i i AL 3 1516331 =2
: LD' ﬁ/
l'lj'i:lﬁclum-:hu

Mulyad, 5. Ag
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Perincian Biaya Perkara;

1. Pendaftaran

Anggota Majelis

Drs. Agus Mubarak

Fanitgra Pengganti

i F’i’p

Dra. Murhayati

2. Biaya Proses

Rp.  30.000,-

Rp. 50.000 -

3. Panggilan

4. Redaksi

5. Materai

Rp. 1.100.000 -
Rp. 5.000,.-

Rp. 6.000,-

Jumlah ——

Disclaimer

Rp. 1.191.000,-
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